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ABSTRACT 

This study aims to determine the relevance of the use of silver nisab as a reference for professional 
zakat in the midst of a surge in gold prices, with the needs and values of maslahah which are the 
general goals of shari'a (maqasid al-shari'ah). This is important to do because the use of gold nisab as 
a reference for professional zakat in the midst of a surge in gold prices has the potential to reduce the 
number of muzakki, because the income obtained through the profession is considered insufficient for 
gold nisab. This study uses a qualitative-descriptive approach and a normative-empirical method. Data 
were collected through a literature study of fatwa and fiqh literature, which was then analyzed using 
istislahiah and quantitative approaches. The results of the study show that there is a significant gap 
between gold and silver nisab in professional zakat, so that it has the potential to reduce the number 
of muzakki. Thus, the use of silver nisab in professional zakat in the midst of a surge in gold prices is 
very relevant to the needs of the ummah and the values of maslahah which are the general purpose of 
shari'a (maqasid al-shari'ah), both general and special. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan mengetahui relevansi penggunaan nisab perak sebagai acuan zakat profesi 
di tengah lonjakan harga emas, dengan kebutuhan dan nilai-nilai maslahah yang menjadi tujuan 
umum syari’at (maqasid al-syari’ah). Hal ini penting dilakukan karena penggunaan nisab emas 
sebagai acuan pada zakat profesi di tengah lonjakan harga emas berpotensi mengurangi jumlah 
muzakki, disebabkan penghasilan yang diperoleh melalui profesi dianggap belum mencukupi nisab 
emas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan metode normatif-empiris. 
Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap fatwa dan literatur fikih, yang kemudian dianalisis 
dengan menggunakan pendekatan istislahiah dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
kesenjangan yang signifikan antara nisab emas dan perak pada zakat profesi, sehingga berpotensi 
menurunkan jumlah muzakki. Dengan demikian penggunaan nisab perak pada zakat profesi di 
tengah lonjakan harga emas sangat relevan dengan kebutuhan umat dan nilai-nilai maslahah yang 
menjadi tujuan umum syari’at (maqasid al-syari’ah) baik yang bersifat umum maupun yang bersifat 
khusus. 

Kata Kunci: Nisab, Zakat Profesi, Emas, Perak 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Zakat profesi adalah salah satu filantropi Islam yang sangat penting untuk 
mewujudkan pemerataan ekonomi (Muchlish, 2018). Dalam perkembangannya zakat tidak 
lagi terbatas pada harta perniagaan atau pertanian, tapi mencakup al-mal al-mustafad 
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(harta perolehan/ zakat profesi) yang dikeluarkan dari hasil pendapatan profesi atau gaji 
(Munandar & Ridwan, 2022). Karena itu para ulama kontomporer, seperti Yusuf al-
Qaradhawi dalam bukunya Fiqh Zakat menetapkan bahwa zakat profesi sebagai kewajiban 
yang kadar haul dan nisabnya di-qiyas-kan dengan zakat emas dan perak (Sanjaya, 2019). 

Di Indonesia ketentuan tentang standar nisab zakat profesi diatur dalam Peraturan 
Menteri Agama (PMA) No. 31 Tahun 2019 dan Panduan Baznas. Khusus di Aceh hal itu juga 
telah diatur dalam Qanun No. 10 tahun 2018. Sehingga dari berbagai ketentuan itu diketahui 
bahwa untuk ketentuan nisab zakat profesi semuanya mengacu pada nisab emas, yaitu 
setara dengan 85 gram emas murni (24 karat) yang telah mencapai haul (setahun)(Azhara, 
2021).  

Namun problem yang terjadi saat ini, harga emas mengalami lonjakan dan mencapai 
angka yang sangat tinggi (di atas Rp 2 juta per gram), jauh melampaui harga sebelumnya 
(Shabrina, 2025). Akibatnya banyak individu yang sebelumnya berstatus muzakki tidak lagi 
berkewajiban mengeluarkan zakat karena hartanya dianggap belum mencapai nisab. 
Artinya keputusan untuk tetap mengacu pada nisab emas berpotensi menurunkan jumlah 
muzakki (Redaksi IAIE, 2026), yang diprediksi bahkan mencapai 62%. 

Pada masa Rasulullah perak merupakan salah satu an-naqdain, yang nisabnya adalah 
200 dirham, atau setara dengan 595 gram perak murni (Apriani et al., 2024). Bahkan di 
dalam kitab-kitab fiqh para ulama juga menyebutkan perak sebagai salah satu an-naqdain, 
sehingga nilainya dapat dijadikan standar penentuan harga. Namun nisab perak ini 
seringkali terabaikan sebagai salah satu alternatif acuan zakat mal, termasuk dalam zakat 
perdagangan, padahal secara riil nilai 595 gram perak untuk saat ini jauh lebih rendah 
dibanding 85 gram emas.  

Di era kontemporer penggunaan nisab perak (595 gram) sebagai acuan nisab zakat 
mal diharapkan memberikan batas yang lebih moderat dan logis, serta menjangkau lebih 
banyak muzakki, terutama di tengah ketidakstabilan ekonomi. Namun menjadikan nisab 
perak sebagai alternatif pada zakat profesi diperlukan kajian mendalam, terutama 
relevansinya dengan nilai-nilai maslahah dan tujuan umum syari’at yang menjadi panduan 
dan dasar dalam berijtihad (Jamal, 2023). Dengan demikian penelitian ini bertujuan 
mengetahui relevansi penggunaan bisab perak sebagai acuan zakat profesi dengan 
kebutuhan saat ini dan nilai-nilai maslahah yang menjadi tujuan umum syari’at. 

 
B. KAJIAN PUSTAKA 

Berdasarkan kajian kepustakaan ditemukan beberapa penelitian yang berhubungan 
dengan zakat profesi dan nisabnya di era kontomporer, sebagai berikut: Penelitian 
Darmayanti yang berjudul “Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qaradhawi.” Dalam 
tulisannya Darmayanti menjelaskan tata cara mengeluarkan zakat profesi baik dari segi 
hukum, nisab beserta ukurannya pada masa modern menurut pandangan Yusuf Qardhawi 
yang banyak dijadikan rujukan dalam pembahadan zakat kontemporer. 

Selanjutnya Doli Noviansyah, Saprida, Meriyati, meneliti tentang “Kontroversi Zakat 
Profesi dalam Islam: Studi Komparatif Antara Pendapat Ulama dan Implementasinya Di 
Indonesia” (Saprida et al., 2025). Penelitian ini berupaya memahami dan menganalisis dasar 
hukum zakat profesi dalam Islam beserta pendapat para ulama mengenai zakat profesi dan 
penerapannya di Indonesia. 
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Renata dan Afri Maigus Meneliti tentang “Penetapan Nisab Zakat Profesi Di BAZNAS 
Kabupaten Tanah Datar” (Renata & Afrimaigus, 2022). Penelitian mereka berfokus pada 
penerapan nisab zakat profesi yang berlaku di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. 

Nazaruddin A. Wahid, Hamdani, juga meneliti tentang “Zakat Profesi (Perspektif Fiqh 
Klasik dan Kontemporer)” (Wahid & Hamdani, 2021), penelitian mereka menyimpulkan 
bahwa Dasar pegangan tentang masalah zakat dalam fiqh klasik dan fiqh kontemporer 
secara umum sama sama, terutama landasar hukum zakat bahwa tidak ada nas yang qat’i, 
baik dalam Alqur’an maupun Sunnah tentang nisab zakat profesi. Karenanya penetapan 
nisab dilakukan dengan menggunakan qiyas. Para ulama juga sepakat menyandarkannya 
kepada nisab zakat harta. Adapun masyarakat muslim indonesia umumnya mendasarkan 
kepada nisab emas yaitu 85-gram emas murni dan dengan kadar zakatnya 2,5 %. 

Terakhir penelitian Achmad Fahruddin berjudul “Nalar Qiyas Pengeluaran Zakat 
Profesi “ (Achmad Fahruddin, 2024), berupaya mengetahui nalar qiyas dalam pengeluaran 
dan penghitungan zakat profesi. Hasil penelitian menyimpulkan terdapat dua model 
penalaran qiyas zakat profesi dalam menentukan nisab dan kadar zakatnya. Pertama 
diqiyaskan (dianalogikan) dengan nisabnya emas yaitu 77,58-gram emas dan kadar 
zakatnya 2,5% dikeluarkan setelah khaul. Kedua dianalogikan dengan zakat pertanian 
sehingga nisabnya adalah 1323,132 kg gabah atau 815,758 kg beras, dan zakatnya 5% 
dikeluarkan ketika panen tanpa menunggu haul. Kadarnya ditentukan 5% dengan asumsi 
semua jenis profesi pekerjaan yang ada pasti membutuhkan biaya ketika menjalankannya. 

Dari beberapa penelitian di atas terlihat perbedaan penelitian ini dengan penelitian-
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, karena belum ditemukan penelitian yang 
mengkaji secara sepesifik mengenai penggunaan nisab perak pada zakat profesi yang 
dikaitkan dengan inflasi disebabkan oleh lonjakan harga emas.  

                                                                                                                           
C. METODE 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif (penelitian hukum 
doktrinal) (Nurul Qamar, 2020). Fokus utamanya adalah mengkaji asas-asas hukum Islam, 
tujuan syari’at, serta norma yang terdapat dalam literatur dan peraturan perundang-
undangan terkait zakat profesi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Istislahiah, 
yaitu suatu pendekatan dalam menganalisis hukum berdasarkan prinsip kemaslahatan 
umum (mashlahah mursalah) dan tujuan umum syari’at (maqasid al-syari’ah) (Abubakar, 
2012). Langkah ini dalam rangka menjawab apakah penggunaan standar nisab perak lebih 
relevan dan berkeadilan bagi pekerja di tengah tingginya inflasi harga emas saat ini. 
Pendekatan kuantitatif juga digunakan untuk mengolah data numerik, khususnya 
melakukan konversi dan komparasi nilai kurs harga emas dan harga perak ke dalam nilai 
mata uang Rupiah secara sistematis. 

Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan 
sumber data sekunder. Sumber data primer dengan merujuk langsung pada literatur fikih 
klasik dan kontemporer karya para ulama besar tentang zakat. Data ini juga mencakup nash 
Al-Qur'an dan Hadis yang menjadi dalil dasar nisab emas dan perak. Adapun sumber data 
pendukung (sekunder) meliputi buku teks fiqh, ekonomi Islam, naskah akademik, 
peraturan resmi pemerintah dan lembaga terkait zakat. Untuk kajian lebih lanjut mengenai 
penetapan standar ini di Indonesia, panduan ini merujuk pada BAZNAS dan Qanun Baitul 
Mal Aceh. 

https://www.mendeley.com/catalogue/76dc6b53-7bbd-3640-b0ff-54d7c18a8394
https://www.mendeley.com/catalogue/76dc6b53-7bbd-3640-b0ff-54d7c18a8394
https://sulsel.baznas.go.id/artikel/show/sudahkah-harta-anda-bersih-cek-dengan-panduan-zakat-baznas-sulsel/19769
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Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dengan 
mengumpulkan, menyeleksi, dan mengkaji literatur yang relevan (Khaesarani & Khairani 

Hasibuan, 2021). Pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan dokumentasi tren harga 
emas dan perak dari sumber resmi, serta tinjauan kritis terhadap standar zakat yang 
dikeluarkan oleh otoritas berwenang. 

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-
analitis dan komparatif. Selanjutnya data yang telah dianalisis akan disimpulkan secara 
deduktif untuk melihat sejauh mana pergeseran standar nisab memberikan kemudahan 
dan perluasan (tashil) bagi muzaki. Sebagai referensi dasar perhitungan perbandingan 
zakat emas, panduan resminya dapat diakses di BAZNAS RI. 

 
D. PEMBAHASAN 

1. Kesenjangan nilai konversi zakat profesi antara standar emas (85 gram) dan perak 
(595 gram). 

Pada dasarnya konsep berbagi harta dan kepedulian sosial telah dipraktikkan oleh 
umat para nabi terdahulu, jauh sebelum datangnya syariat Islam yang dibawa oleh Nabi 
Muhammad Saw. Perintah memberikan sedekah atau zakat juga disebutkan dalam Al-
Qur'an berkaitan dengan ajaran Nabi Ismail, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Zakat pada awalnya 
hanya sebatas anjuran moral pada periode Mekah, kemudian disyariatkan menjadi 
kewajiban fiskal Islam yang mengikat (rukun Islam) pada bulan Syawal tahun ke-2 Hijriah. 
Zakat juga terus berkembang dari tata kelola tradisional masa Rasulullah hingga menjadi 
sistem administrasi negara terstruktur dan modern di era saat ini.  

Adapun zakat mal merupakan zakat harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang 
Muslim atas kepemilikan harta tertentu yang dianggap memenuhi syarat secara ketentuan 
syariat Islam. Berbeda dengan zakat fitrah yang bertujuan menyucikan jiwa menjelang Idul 
Fitri, zakat mal berfungsi untuk menyucikan harta kekayaan yang kita miliki. Di antara 
kewajiban zakat khusus yang dikenakan pada harta ini adalah zakat emas, berdasarkan 
hadis riwayat Abu Dawud rahimahullah: “Jika engkau memiliki perak 200 dirham dan telah 
mencapai haul (satu tahun), maka darinya wajib zakat 5 dirham. Untuk emas, anda tidak wajib 
menzakatinya kecuali telah mencapai 20 dinar, maka darinya wajib zakat setengah dinar, lalu 
dalam setiap kelebihannya wajib dizakati sesuai prosentasenya.” (HR. Abu Dawud).  

Dari hadis tersebut juga dapat disimpulkan dua bahwa zakat emas (dinar) diwajibkan 
jika telah mencapai nisabnya yaitu 20 dinar, sedangkan nisab perak adalah 200 dirham, 
artinya 1 dinar sama dengan 10 dirham (Apriani et al., 2024).  Dengan demikian pada masa 
Rasulullah kesetaraan nilai emas dan perak adalah dengan perbandingan 1:10. Selanjutnya 
dapat dipahami bahwa kecenderungan ulama fiqh menjadikan nisab emas sebagai acuan 
zakat mal terutama dalam perdagangan, lebih disebabkan karena keduanya dianggap 
memiliki nilai yang sama. Karena persamaan nilai nisab emas dan perak ini menjadi logis, 
jika perbandingan nilai logam mulia tersebut didasarkan pada perbandingan berat 
keduanya, artinya 1 gram emas sama nilainya dengan 10 gram perak. 

Dari sini dapat juga dipahami, bahwa fungsi dinar dan dirham pada masa Rasulullah 
hanya sebagai alat tukar yang bersifat umum, lebih mirip dengan konsep barter, bukan 
sebagai mata uang resmi. Karena dinar dan dirham yang terbuat dari emas dan perak pada 
kenyataannya memiliki nilai intrinsik dan ekstrinsik sesuai dengan berat fisiknya, berbeda 
dengan mata uang yang beredar saat ini yang hanya memiliki nilai ekstrinsik, di mana fisik 

https://baznas.go.id/zakatemas
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uang hanya mewakili bentuk formal yang disepakati, dan dianggap sah untuk digunakan 
dalam bertransaksi (Sriani, 2012). Sehingga pada pada masa Rasulullah memungkinkan bagi 
pemilik dinar dan dirham memotong logam mulia tersebut sesuai kebutuhan, untuk 
ditukarkan dengan benda lain yang disepakati dan dianggap memiliki nilai yang sama. 
Berbeda halnya dengan uang yang digunakan saat ini, jika sudah terpotong atau robek 
maka potongannya tidak dapat digunakan lagi sebagai sebagai alat transaksi yang sah, 
karena uang fisik uang tersebut bukan barang berharga yang punya nila intrinsik. 

Saat ini terjadi kenaikan harga emas (Enjellina, 2025), dan kenaikan harga emas tidak 
menyebabkan/ berbarengan dengan kenaikan harga perak. Jika 20 dinar = 85 gram emas = 
Rp. 237.000.000 dan 1 gram = Rp. 2.796.000 (Irfan Fadlurrahman, 2026), maka 200 dirham 
= 595 gram perak = Rp. 27.161.595 dengan harga per gram Rp. 45.650 (Husen Miftahuddin, 
2026).  Perbedaan berat nisab emas dan perak saat ini adalah 1:7, namun terjadi perbedaan 
nilai yang sangat signifikan antara keduanya yaitu 1:61, artinya 1 gram emas nilainya sama 
dengan 61 gram perak. Perbandingan dapat dilihat pada diagram di bawah ini: 

 

Indikator Emas (Dinar/Gram) Perak (Dirham/Gram) Rasio 

Berat Nisab 1 Bagian (85 gram) 7 Bagian (595 gram) 1 : 7 

Nilai per 1 Gram Rp 2.796.000 Rp 45.650 1 : 61 

 
Karena itu di tengah kenaikan harga emas yang sangat tinggi, mengabaikan nisab 

perak dan tetap mempertahankan nisab emas sebagai acuan zakat mal terutama zakat 
profesi, akan menyebabkan/berpotensi menurunkan jumlah muzakki. Pada sisi lain, 
lonjakan harga emas menyebabkan inflasi dan ketidakstabilan ekonomi, dalam kondisi 
seperti ini zakat sebagai instrument filantropi Islam semestinya tidak kehilangan 
potensinya, dan tetap hadir sebagai solusi untuk mengatasi problem ekonomi umat. 

 
2. Nilai-nilai maslahah dan relevansinya dengan maqasid al-syari’ah pada penggunaan 

nisab perak. 

Dalam ijtihad kontemporer, memilih nisab tertentu sebagai acuan harus disesuaikan 
dengan kondisi ekonomi modern. Namun yang menarik dalam kesimpulan fiqh 
kontemporer, jika nisab, haul, serta model perhitungan zakat profesi dikembalikan kepada 
zakat emas atau pertanian (Achmad Fahruddin, 2024), maka pada kadar penghasilan yang 
harus dikeluarkan hanya mengacu kepada zakat emas dan perak yaitu 2,5% (Tuli & Kau, 
2018), tidak ada alternatif 10% atau 5% sebagaimana zakat pertanian, terutama dalam Qanun 
Baitul Mal No. 10 Tahun 2018. Padahal dari berbagai ketentuan tentang  kadar harta yang 
harus dikeluarkan zakatnya, zakat emas dan perak adalah yang paling sedikit yaitu 2,5%. 
Dengan demikian dapat dipahami bahwa ijtihad ulama kontemporer lebih diarahkan untuk 
memberikan kemudahan (tashil) bagi muzakki dalam mengeluarkan zakat dari harta yang 
dimiliki, sehingga akan berpotensi meningkatkan jumlah muzakki. 

Memilih nisab perak sebagai standar pada zakat profesi di tengah inflasi dan lonjakan 
harga emas, pada dasarnya mewujudkan nilai-nilai maslahah yang menjadi tujuan umum 
syari’at (Yusuf Al-Qaradawi, 2006). Maqasid al-syari’ah yang berhubungan dengan zakat 
profesi ini, ada yang bersifat umum (‘ammah) yang mencakup berbagai ketentuan hukum 
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syara’ baik di bidang ibadah maupun mua’amalah, dan ada yang bersifat khusus (khassah); 
secara khusus berkaitan dengan zakat profesi, serta ada yang bersifat spesifik (juz’iyyah); 
berkaitan dengan ketentuan yang lebih spesifik yaitu; standar nisab pada zakat profesi. Hal 
ini sejalan pembagian maqasid al-syari’ah yang dikemukan oleh Ahmad al-Raysuni. (Auda, 
2015).  

Maqasid al-syari’ah diwajibkannya zakat profesi mencakup lima tujuan utama (usul al-
khamsah) sebagai berikut; pertama, menjaga agama (hifzu al-din), karena dengan 
mengeluarkan zakat profesi seorang muslim telah melaksanakan kewajiban agamanya, 
menegakkan salah satu rukun di antara lima rujun Islam. Kedua, di samping itu memilih 
nisab perak juga memberikan ketenangan batin (hifzu al-nafs) kepada para professional 
yang merasa memiliki kemampuan/kekayaan, namun belum mengeluarkan zakat dari 
hartanya. Ketiga, menjaga keturunan dalam bentuk terpenuhinya kebutuhan ekonomi 
keluarga melalui pendistribusian zakat profesi. Keempat, mengeluarkan zakat profesi juga 
sejalan dengan tuntutan akal sehat (hifzu al-‘aql), karena penghasilan yang diperoleh dari 
profesi termasuk ke dalam kategori harta yang bernilai dan dapat berkembang, sama 
seperti jenis harta lainnya yang disebutkan dalam Nas, terlebih harta tersebut dapat 
menjadi solusi yang dapat membantu para mustahiq keluar dari kondisi ekonomi yang 
memprihatinkan. Lebih dari itu zakat profesi termasuk kategori kelima yaitu hifzu al-mal 
(menjaga harta), karena di era modern banyak harta yang diperoleh dari profesi/jasa, 
sehingga zakat yang terkumpul dari harta tersebut sangat potensial, serta memberikan 
banyak manfaat dan kemudahan terutama dalam mengatasi persoalan ekonmi melalui 
pendistribusian zakat kepada para mustahiq (Zikra & Tanjung, 2023).  

Di samping tujuan yang bersifat umum (maqasid ‘ammah) diwajibkannya zakat zakat 
profesi, terutama untuk mengatasi persoalan ekonomi umat (hifzu al-mal/al-mujtama’) di 
saat terjadi inflasi yang ditandai dengan melonjaknya harga emas (Enjellina, 2025), terdapat 
juga tujuan khusus (maqasid khassah) yaitu meningkatnya jumlah manfaat dan kebaikan 
yang diperoleh dari harta yang terkumpul (al-nama’). Tujuan khusus ini dapat diwujudkan 
melalui tujuan yang lebih spesifik (maqasid juz’iyyah) yaitu memberikan kemudahan dan 
kesempatan (al-taysir) kepada orang-orang kaya dalam menunaikan kewajibannya 
mengeluarkan zakat dari penghasilan yang diperoleh, hal ini dapat dilakukan melalui 
perubahan standar nisab dari emas ke perak pada zakat profesi. 

Noeng Muhadjir mengikuti pendapat John Dewey menyebutkan bahwa dalam 
hierarki tujuan, suatu tujuan itu merupakan means (wasail) yang bersifat instrumental 
untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi (means) dan lebih substansial (Noeng Muhadjir, 
2011). Dengan kata kata lain tujuan yang lebih umum (maqasid ‘ammah) dapat diwujudkan 
melalui tujuan khusus (maqasid khassah), dan tujuan khusus tersebut akan terwujud secara 
lebih optimal dengan tercapainya tujuan yang lebih spesifik (maqasid juz’iyyah). 

Karena berfungsi sebagai sarana (wasilah) yang dapat menambah jumlah muzakki, 
maka perubahan nisab perak ini dalam hierarki kebutuhan, termasuk dalam kategori 
sekunder (hajiyyah), dengan asumsi tanpa perubahan standar nisab-pun para muzakki 
masih dapat menunaikan kewajibannya. Namun kecilnya kemungkinan bertambahnya 
jumlah muzakki karena melonjaknya harga emas, menyebabkan penggunaan nisab perak 
dapat dianggap sebagai satu-satunya alternatif untuk mengatasi penurunan jumlah 
muzakki. Dengan demikian meskipun awalnya berada pada level hajiyyat, kebutuhan 
terhadap penggunan nisab perak pada zakat profesi ini dapat berubah dan naik ke level 
primer (daruriyyat). Dalam hal ini berlaku kaidah: 
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 الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة 

Artinya: “Kebutuhan di level hajiyyat terkadang bisa menempati level 
daruriyyat”(Ibrahim & Jamal, 2021) 

 
Sehingga tidak berlebihan jika perubahan standar nisab dari emas ke perak pada 

zakat profesi diharapkan berkontribusi besar dalam mengatasi problem ekonomi umat di 
tengah krisis global yang terjadi saat ini. Karena jumlah muzaakki akan bertambah 
bersamaan dengan menurunnya standar nisab di tengah bertambahnya jumlah mustahiq, 
sehingga harta umat Islam tidak menumpuk dan beredar di tangan orang-orang kaya saja. 
Prinsip ini sejalan dengan prinsip pendistribusian harta dalam Islam, sebagaimana firman 
Allah dalam Alqur’an: 

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada 
Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), 
anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu 
tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang 
diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. 
Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (Q.S. Al-
Hasyr: 7) 

Secara khusus ayat di atas berbicara tentang harta yang diperoleh tanpa 
peperangan (fa’i), namun di dalamnya juga menjelaskan prinsip ekonomi Islam yang 
berlaku secara umum terutama yang berkaitan dengan pendistribusian kekayaan, di mana 
sirkulasi harta harus menjangkau fakir miskin dan golongan yang membutuhkan secara 
merata, tujuannya agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja (Effendi 
M. zein, 2005). 

 
3. Pandangan ulama kontemporer dan Lembaga Resmi mengenai pilihan standar 

nisab pada zakat profesi. 

Zakat profesi (atau zakat penghasilan) adalah zakat yang dikeluarkan dari 
pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan profesional tertentu atau keahlian, baik yang 
dilakukan secara rutin maupun tidak rutin. Secara hukum Islam kontemporer, zakat ini 
termasuk dalam kategori zakat mal (harta) karena penghasilan dianggap sebagai harta 
yang produktif dan berkembang. Kewajiban zakat profesi didasarkan pada ijtihad para 
ulama kontemporer, seperti Yusuf Qardhawi dan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003, yang 
merujuk pada keumuman perintah Allah SWT dalam QS. At-Taubah: 103 untuk mengambil 
zakat untuk menyucikan harta. Di Indonesia, zakat profesi juga diakui secara legal 
melalui UU No. 23 Tahun 2011.  

Seseorang wajib menunaikan zakat profesi jika penghasilannya telah mencapai nisab. 
Ada dua standar yang sering digunakan dalam penentuan zakat profesi; pertama, men-
qiyas-kannya dengan pertanian, artinya penghasilan yang setara dengan 524 kg beras per 
bulan atau 653 kg gabah kering wajib dikeluarkan zakatnya. Kedua meng-qiyas-kannya 
dengan emas, dengan demikian penghasilan yang setara dengan nilai 85 gram emas per 
tahun wajib dikeluarkan zakatnya. Jika dikonversi per bulan, kewajiban muncul jika 
penghasilan mencapai sekitar Rp5,2 juta - Rp14,2 juta (tergantung fluktuasi harga emas dan 
metode perhitungan amil).  

https://puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/425-ketentuan-dan-tata-cara-penghitungan-zakat-profesi-penghasilan


Anton Jamal. Relevansi Penggunaan Nisab Perak Pada Zakat Profesi di Tengah Lonjakan Harga Emas 

64 

Dalam kajian fiqh kontemporer, kadar zakat profesi yang ditetapkan adalah 
sebesar 2,5% dari penghasilan yang dapat dibayarkan setiap kali menerima gaji (bulanan) 
tanpa harus menunggu satu tahun (haul) di-qiyas-kan dengan zakat hasil pertanian yang 
dikeluarkan setiap panen, atau diakumulasikan selama setahun, di-qiyas-kan dengan zakat 
emas dan perak. Ulama memiliki dua pandangan utama dalam menghitungnya. pertama 
berdasarkan brutto (pendapatan kotor): zakat dihitung langsung 2,5% dari total gaji 
sebelum dipotong pengeluaran lain. Model perhitungan ini mengikuti perhitungan zakat 
hewan yang dikeluarkan dari keseluruhan jumlah hewan ternak yang dimiliki, tanpa 
membedakan antara modal awal dan hasil yang berkembang. Kedua, berdasarrkan netto 
(pendapatan bersih): zakat dihitung dari sisa penghasilan setelah dikurangi kebutuhan 
pokok atau hutang yang mendesak, model perhitungan ini sama dengan perhitungan zakat 
pertanian yang dikeluarkan dari hasil panen, tidak termasuk tanaman yang ditanam/ asset 
perkebunan. Secara lebih praktis masyarakat bisa melakukan simulasi perhitungan 
melalui Kalkulator Zakat BAZNAS untuk mengetahui nominal pasti berdasarkan harga 
emas/beras terkini. 

Dengan demikian di era kontemporer penggunaan nisab perak (595 gram) sebagai 
acuan nisab zakat mal pada dasarnya memberikan batas yang lebih moderat dan logis, 
serta menjangkau lebih banyak muzakki, terutama di tengah ketidakstabilan ekonomi. 
Kondisi ini melahirkan beberapa fatwa lokal, seperti Fatwa MUI Kabupaten Sragen Nomor 
1 Tahun 2020, yang membuka ruang ijtihad untuk menggunakan nisab perak sebagai 
alternatif dalam zakat profesi.  

Penggunaan nisab perak di tengah kondisi melonjaknya harga emas saat ini adalah 
hasil ijtihad kontemporer yang dinilai lebih menawarkan keadilan (maslahah), serta sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, karena tidak hanya 
bertumpu pada pendekatan teks baik hadis maupun fiqh mazhab (Abubakar, 2012), 
sehingga layak dijadikan sebagai pilihan dalam pendistribusian beban zakat. Karena di satu 
sisi dapat menghindarkan muzakki dari beban nisab emas yang terlalu tinggi di tengah 
inflasi, pada sisi yang lain memastikan potensi penghimpunan zakat tetap optimal untuk 
didistribusikan kepada mustahiq.  

 
E. KESIMPULAN 

Lonjakan harga emas saat yang terjadi saat ini menyebabkan timbulnya kesenjangan 
yang signifikan pada nilai konversi zakat profesi antara standar emas (85 gram) dan perak 
(595 gram). Jika pada jumlah nisab emas dan perak perbandingannya adalah 1:7, maka pada 
nilai keduanya adalah 1:61. Dengan demikian menjadikan nisab emas sebagai satu-satunya 
standar pada zakat profesi akan mengakibatkan berkurangnya jumlah muzakki, sebaliknya 
menjadikan nisab perak sebagai standar zakat profesi berpotensi miningkatkan jumlah 
muzakki, karena pada kenyataannya jumlah nilai yang harus dipenuhi untuk mencapai nisab 
perak lebih jauh lebih sedikit dan lebih terjangkau dibanding emas. 

Memilih perak sebagai nisab pada zakat profesi juga relevan dengan tujuan umum 
syari’at (maqasid al-syari’ah) yang dipahami dari nas Alqur’an dan Sunnah, serta berbagai 
ketentuan hukum syara’ yang dipahami dari keduanya, yaitu melindungi; agama, jiwa, akal, 
ketrunan dan harta. Di samping itu juga sejalan dengan tujuan khusus diyari’atkannya zakat 
profesi dengan menggunakan standar nisab, yaitu: pertama memberikan kemudahan dan 
kesempatan (al-tashil) kepada orang-orang kaya menunaikan kewajiban yang 

https://baznas.go.id/zakatpenghasilan
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berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh melalui profesi (zakat profesi) , kedua 
meningkatkan potensi kebaikan dari harta (al-nama’) yang dapat digunakan untuk 
mewujudkan tujuan ketiga yaitu; membantu (al-ta’awun) para mustahiq terutama faqir 
miskin dalam mengatasi persoalan ekonomi yang akibat inflasi yang ditandai dengan 
melonjaknya harga emas. 
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